
 
 

 

 

 

 

PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI KENDAL 

NOMOR 24 TAHUN  2018 
 

TENTANG 
 

PENCABUTAN PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 78 TAHUN 2016 

TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS 

PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH 

KABUPATEN KENDAL 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI KENDAL, 
 

Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman 

Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit 
Pelaksana Teknis Daerah, maka Peraturan Bupati Kendal 

Nomor 78 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja  Unit 
Pelaksana Teknis Dinas pada Organisasi Perangkat Daerah 

Kabupaten Kendal dipandang sudah tidak sesuai dengan 
kondisi sekarang sehingga perlu dicabut; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Pencabutan Peraturan Bupati Kendal Nomor 78 

Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, 
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja  Unit Pelaksana Teknis 
Dinas pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten 

Kendal; 

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52,Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);  

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 
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3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 

Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 
12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah 
Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah 

Istimewa Yogyakarta; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang 
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3079); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887); 

9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 199); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang 
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 

tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan 
Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran daerah 
Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 
157); 
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14. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal 
Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159); 

 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN PERATURAN 

BUPATI KENDAL NOMOR 78 TAHUN 2016 TENTANG 
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN 

FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS 
DINAS PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH 
KABUPATEN KENDAL. 

 

Pasal 1 

  Dengan Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Kendal Nomor 
78 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, 
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis 

Dinas pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kendal 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 2 

(1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka : 

a. Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan Kabupaten Kendal tetap melaksanakan 
tugas dan fungsinya sampai dengan dilaksanakannya 

peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang 
Satuan Pendidikan; 

b. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan 

Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal 
tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai 

dengan dilaksanakannya peraturan perundang-
undangan yang mengatur tentang Pusat Kesehatan 
Masyarakat; 

c. Unit Pelaksana Teknis Dinas Griya Sehat pada Dinas 
Kesehatan Kabupaten Kendal dan pejabat yang ada 

tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai 
dengan dilakukan alih tugas terhadap pejabat yang 
bersangkutan; dan 

d. Unit Pelaksana Teknis Dinas Sarana Kepemudaan, Olah 
Raga, dan Pariwisata pada Dinas Kepemudaan, Olah 
Raga, dan Pariwisata Kabupaten Kendal dan pejabat 

yang ada tetap melaksanakan tugas dan fungsinya 
sampai dengan dilakukan alih tugas terhadap pejabat 

yang bersangkutan. 

(2) Dengan dilakukannya alih tugas pejabat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, maka : 

a. pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis 
Dinas Griya Sehat pada Dinas Kesehatan Kabupaten 

Kendal dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten 
Kendal; 
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b. pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis 
Dinas Sarana Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata 

pada Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata 
Kabupaten Kendal dilaksanakan oleh Dinas 
Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata Kabupaten 

Kendal. 
 

Pasal 3 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal. 
 

Ditetapkan di  Kendal 

Pada tanggal 30 Mei 2018 

BUPATI KENDAL, 

cap ttd 

MIRNA ANNISA 

Diundangkan di Kendal  

Pada tanggal 30 Mei 2018 
 
 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN KENDAL, 

cap ttd 

MOH. TOHA 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2018 NOMOR 24 

 


